
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH,

INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraanketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindunganmasyarakat merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugaspenyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat danperlindungan masyarakat yang semula menjadi tugas Kantor KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Penjam Paser Utara berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan LembagaTeknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus dihapus;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanPerencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan PolisiPamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri ENomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor 6);9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor  11  Tahun2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  Badan PerencanaPembangunan Daerah,  Inspektorat  Dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
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Pasal  IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat danLembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 8 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiriatas:1. Badan Perencana Pembangunan Daerah;2. Inspektorat;3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;4. Badan Kepegawaian Daerah;5. Kantor Lingkungan Hidup;6. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;7. Kantor Ketahanan Pangan;8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;9. Rumah Sakit Umum Daerah;

2. Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Ketentuan pada Paragraf 1 Kedudukan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidangKesatuan Bangsa danPolitik.(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 37Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politikdalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, ketahanan sosialekonomi, penanggulangan bencana dan konflik.
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5. Ketentuan pada Paragraf 3 Fungsi Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencanastrategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidangpembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidangketahanan sosial dan ekonomi;e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidangpenanggulangan bencana dan konflik;f. Penyelengaraan urusan di bidang politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan,kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi, penanggulangan bencana dan konflik;g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39(1)  Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:a. Kepala Kantor;b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;d. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi;e. Seksi Politik Dalam Negeri, Penanggulangan Bencana dan Konflik;f. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalamlampiran I Peraturan Daerah ini.
Pasal IIKedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam PaserUtara, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utaradan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara dinyatakandihapus.
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Pasal IIIDengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pasal 3, Bagian Kedelapan Paragraf 1 Kedudukan Pasal36, Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 37, Paragraf 3 Fungsi Pasal 38, Paragraf 4 Susunan OrganisasiPasal 39 pada BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Lampiran VIIIPeraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi DanTata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah,  Inspektorat  Dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008Seri D Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal IVPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajampada tanggal, 5 Desember 2012
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal, 5 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 15



- 6 -

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 5  DESEMBER 2012

KEPALA KANTOR

SUB BAGIANTATA USAHA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SEKSIIDEOLOGI DAN WAWASANKEBANGSAAN SEKSIKETAHANAN SOSIAL DANEKONOMI

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

SEKSIPOLITIK DALAM NEGERI,PENANGGULANGANBENCANA DAN KONFLIK


